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ABSTRAK

Hak Ijbar merupakan suatu kekuasaan yang diberikan kepada seorang wali
(ayah/kakek) untuk menikahkan anak perempuanya yang berada dalam
perwalianya walaupun tanpa dimintai persetujuanya. Imam Syafi’i menyandarkan
perbuatan ijbar pada pernikahan Rasul dengan Aisyah oleh Abu Bakar. Dimana hal
ini menunjukkan bahwa wali lebih berhak atas anak gadisnya dalam pernikahan.
Penetapan hukum dalam syari‘at Islam selalu berorientasi pada aspek kemaslahatan
sebagaimana yang terangkum dalam magqasid syari‘ah. Pertanyaan penelitian
dalam skripsi ini adalah bagaimana hak ijbar dalam perspektif maqasid syari‘ah,
serta relevansi hak ijbar terhadap hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Reseach) dengan metode
pendekatan normatif dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang
berhubungan dengan masalah yang dikaji serta istinbath hukum dalam penelitian
ini bersifat za ‘aquli dalam menetapkan hukum yang memungkinkan untuk dinalar,
sehingga manusia dapat merasakan secara langsung maslahat/kebaikan yang ada di
dalam hukumnya.

Berdasarkan hasil analisis maqgasid syari‘ah yang mempunyai dimensi
menciptakan kemaslahatan tentu sangat bertentangan, dikarenakan pelaksanaan hak
ijpar dominan timbulnya mafsadat yang menjadi kebalikan dari terciptanya
maslahah sehingga menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri. Disimpulkan
bahwa tidak diperbolehkan bagi wali melakukan ijbar karena terdapat unsur
paksaan yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam perkawinan. Namun pada
kondisi darurat wali masih diperbolehkan menggunakan hak ijbar-nya yang
dianggap lebih maslahat. Al-kulliyat al-khams sebagai kemaslahatan primer
(daruriyyah) menjadi pertimbangan penting dalam persoalan ijbar, menjaga agama
(hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (4ifz al-nasl), menjaga
akal (hifz al-aqgl), menjaga harta (hifz al-mal).

Kata Kunci: Hak ljbar, Maqasid Syari ‘ah, Imam Syatibi
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh
Allah Subhanahu wa Ta’ala dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah
lainya. Allah menciptakan manusia ke dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan
perempuan, yang mana sebagai fitrahnya antara laki-laki dan perempuan ini
hidup saling berpasang-pasangan. Mereka akan dianggap sah sebagai
pasangan suami isteri apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah dewasa
dan cakap hukum untuk melakukan suatu perkawinan yang kemudian mereka
akan terikat dalam suatu hubungan perkawinan.*
Berbagai ayat dan hadis menunjukkan bahwa nikah itu sangat
dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Qur’an terdapat 23 ayat yang menyangkut

nikah. Di antaranya terdapat ayat yang menjelaskan keharusan menikah,

seperti dalam surah ar-Rum ayat 21

! Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algresindo, 2009), him. 375.
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Substansi dari sebuah perkawinan vyaitu untuk memperoleh
ketenangan hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah
wa rahmah ) yang kemudian dilengkapi dengan tujuan lain : (1) reproduksi
(penerusan generasi) (2) pemenuhan kebutuhan biologis (seks) (3) menjaga

kehormatan, dan (4) ibadah.?

Dalam melaksanakan perkawinan itu, agama mengatur tata cara
pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu adanya rukun dan syarat
perkawinan. Yang dimaksud rukun dalam perkawinan ialah hakekat dari
perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak
mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu
yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan
perkawinan itu sendiri. Adapun syarat-syarat nikah adalah (1) mempelai laki-

laki dan perempuan (2) dua orang saksi (3) wali (4) mahar (5) ljab dan Qabul.*

Tatkala dalam memilih jodoh ternyata seseorang tidak lepas dari

keterlibatan orang tua, sebagai wali atau pihak perantara dilangsungkannya

2 Ar-Rum (30): 21.

3 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004),

him. 38.

4 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:

Liberty, 2007), him. 41.



sebuah perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila seorang
wanita menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah. Hal ini
didasarkan pada HR Daruqutni dan Ibnu Hibban dari Aisyah binti Abu Bakar
yang menyebutkan : “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi laki-
laki yang adil” serta HR lbnu Majah dan Daruqutni dari Abu Hurairah :
“Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula

menikahkan dirinya sendiri’”®

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan
seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu al wilayah
ijbariyah (kekuasaan memaksa) dan al wilayah al ikhtiyariyah (kekuasaan
sukarela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya

menjadi wali al-mujbir dan wali al mukhtar.®

Dari klasifikasi di atas, wali al-mujbir atau hak ijbar wali menjadi
kontroversi di antara para imam mazhab. Arti hak ijbar wali sendiri adalah
kekuasaan seorang wali (bapak dan kakek) untuk memaksa menikahkan

seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita yang bersangkutan.’

Terjadi perbedaan pendapat mengenai hak ijbar diantara imam

mazhab, walaupun banyak dalil yang mereka gunakan adalah dalil yang

5> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),
1V: 1336.

® 1bid., him. 1337.

7 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004),
him. 99.



sama, akan tetapi karena berbeda dalam memahami ‘i//at hukumnya dan
berbeda dalil pendukung serta metode ijtihadnya, maka akhirnya

mempunyai kesimpulan hukum yang berbeda.®

Tentang masalah ijbar, Imam Syafi’i menyandarkan pendapatnya
pada sebuah hadis yang menceritakan perkawinan Rasul dengan Aisyah
oleh Abu Bakar. Dimana Aisyah masih berusia 6 tahun dan berumah tangga
dengan Rasul pada saat usia 9 tahun menunjukkan bahwa ayah lebih berhak
atas diri gadis melebihi hak dirinya sendiri, sebab seandainya anak
perempuan yang telah mencapai usia gadis lebih berhak atas dirinya sendiri
daripada ayahnya, itu sama halnya bagi ayah tidak diperbolehkan
menikahkanya sampai ia mencapai usia baligh sehingga perkawinanya baru

dapat diselenggarakan atas izinya.®

Yusuf al-Qaradawi mengomentari pendapat Imam Syafi’i yang
memperbolehkan hak ijbar wali. Pendapat Imam Syafi’i didasarkan pada
kondisi negaranya yaitu Mesir. Di negara Mesir, perempuan jarang keluar
rumah dan jarang berinteraksi dengan kaum laki-laki, sehingga perempuan

kurang kemampuan untuk memahami kepribadian dan mengenal laki-laki.*°

17.

& Ibnu Rusdi, Bidayatu al-Mujtahid, (Indonesia: Maktabah Thya al Kutub al ‘Arobiah), II:

® Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, Al-Umm, CD al-Maktabah al-Syamilah, Vol. 5, him.

10 Yusuf Qardhawi, Al-ljtinad asy-Syari‘ah al-1slamiyyah, (Cairo: Dar al-Qolam, 1999),

him. 179.



Agama mengakui adanya hak ijbar karena memperhatikan orang
yang diwalikan, karena orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga
tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri.
Disamping itu ia belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui
kemaslahatan akad yang dihadapinya.!! Berhubung dengan itu ia harus

didampingi oleh wali.*?

Penetapan hukum dalam syariat Islam selalu berorientasi pada aspek
maslahat sebagaimana terangkum dalam maqasid asy-Syari ‘ah. Begitu juga
dengan konteks hukum yang ada di Indonesia yakni dalam sebuah negara
terdapat aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia, yang tercantum

dalam Undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945.

Dalam realitas masyarakat sekarang, banyak wanita yang sudah
terbiasa melakukan transaksi, pekerjaan publik, menghidupi keluarga
ataupun dirinya sendiri, sekolah dan kuliah. Hal itu menunjukkan
kapabilitas wanita dalam memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan
kedewasaan. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada wanita yang

dijodohkan, dipilihkan, bahkan dipaksa oleh orang tua (wali).

Allah mempunyai tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukumNya

yang diperuntukkan untuk kemaslahatan hambaNya, dan bisa didapat

11 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana 2003), him. 48.

12 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa 2003), him. 51.



dengan menarik maslahat dan menolak mafsadat, kemudian para ahli ushul
figh menyebutnya dengan piranti magasid. Dari beberapa permasalahan
diatas, penulis akan mengkajinya dengan magqasid asy-Syari‘ah sebagai
piranti mencari maslahat terhadap sebuah permasalahan dan mencoba
menalarkan sebuah hukum (za 'aquli) terhadap sesuatu yang mungkin untuk
dinalar manusia. Hak ijbar yang dilakukan oleh wali terhadap orang yang
dibawah perwalianya dalam penetapan hukumnya tentu bisa dinilai dan

dirasakan manfaat dan mafsadatnya pada saat sekarang.

Dari latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik dan merasa
perlu untuk mengkaji khususnya yang berkaitan dengan hak ijbar dan

madgasid asy-Syari ‘ah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis

telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam

skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana hak ijbar menurut tinjauan magasid asy-syari ‘ah Imam Syatibi ?

2. Mengapa Imam Syafi’i berpendapat adanya hak ijbar bagi wali ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Tujuan Penelitian



Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari
penelitian ini adalah untuk :
a. Untuk memperoleh pemahaman mengenai hak ijbar dalam sudut pandang
magasid asy-syariah Imam Syatibi.
b. Untuk mengetahui mengapa Imam Syafi’i berpendapat tentang adanya hak

ijbar bagi wali.

2. Kegunaan Penelitian
a. Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan
penulis maupun pembaca khususnya dalam bidang hukum Islam, maupun
bagi masyarakat secara umum dalam memahami hak ijbar perspektif
maqasid syari ‘ah Imam Syatibi.
b. Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang
hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya

ilmiah yang pernah ada.



Pertama, skripsi Nopia Nurhasanah tahun 2019 berjudul “Hak Ijbar
Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi)” Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mempunyai pemikiran yang
sama dengan Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa setiap
perempuan yang sudah janda tidak boleh dinikahkan secara paksa karena
yang lebih berhak atas dirinya hanyalah dirinya sendiri bukan wali
walaupun dia ayahnya, namun mereka berdua berbeda pendapat mengenai
anak yang masih gadis. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah seorang wali
tidak boleh memaksa anaknya menikah baik gadis maupun janda,
sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang wali masih memiliki hak
ijbar untuk anaknya yang masih gadis.*3

Kedua, tesis Zarnuri Gufron yang berjudul “Perbedaan Pemahaman
llat Hukum Terhadap Hak ljbar Wali Menurut Madzhab Hanafi dan
Madzhab Syafi’i” Pada tesis ini menunjukkan bahwa walaupun sumber
hukum fiqih antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i banyak yang sama,
yaitu dari Al-Qur’an, Sunnah, [jma’ dan Qiyas, akan tetapi kedua mazhab
berbeda kesimpulan tentang apa ilat hak ijbar wali. Menurut mazhab Hanafi
ilatnya adalah “anak kecil” dan sedangkan menurut mazhab Syafi’i ilatnya

adalah keperawanan. Ternyata perbedaan kaidah-kaidah ushul figih sangat

13 Nopia Nurhasanah, “Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi)”, skripsi IAIN Purwokerto (Purwokerto 2019)



berpengaruh terhadap perbedaan hasil ijtihad mereka mencari ilat hukum
dari sumber hukum.

Ketiga, skripsi M. Aenur Rosyid yang berjudul “Hak Ijbar Wali
dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif Gender” skripsi ini menjelaskan
tentang pergeseran pemaknaan ijbar yang diidentikkan dengan ikrah oleh
sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas menggunakan Mazhab
Syafi’i. Hak ijbar yang seharusnya dimaknai sebagai bentuk perlindungan
atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya karena keadaan
anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk
bertindak sendiri dalam pernikahan, malah dipahami sebagai alat untuk
melegitimasi tindakan orang tua untuk memaksa anaknya kawin atau
menikahkan anaknya dengan pilihanya, bukan pilihan anaknya.®

Keempat, jurnal yang berjudul “Rekonstruksi Hak Ijbar Wali
(Aplikasi teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah)”
karya Muhammad Lutfi Hakim. Tulisan ini membahas tentang perubahan
konsep hak ijbar wali yang didasarkan pada pendapat-pendapat ulama di
masa lalu sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang ini. Teori perubahan
hukum dan sosial yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bisa
menjadi solusi bagi problematika yang berkembang di negara-negara

muslim dunia saat ini. Teori ini menjawab mengapa konsep wali dengan hak

14 Zarnuri Gufron, “Perbedaan Pemahaman ‘Ilat Hukum Terhadap Hak 1Jbar Wali Menurut
Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i,” tesis IAIN Metro, 2018.

15 M. Aenur Rosyid, “Hak Ijbar dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif Gender” skripsi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
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ijbar-nya berbeda antara negara muslim satu dengan yang lainya, yaitu
bahwa setiap negara mempunyai latar belakang kultur, budaya, sosio-politik
dan sosio-historis yang berbeda. Inilah yang menyebabkan para ahli hukum
di setiap daerah berbeda dalam menetapkan sebuah produk hukum.*®

Kelima, jurnal yang berjudul “Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai
Krapyak” karya Arif Kurniawan. Tulisan ini khusus membahas tentang
kawin paksa dalam perspektif Kiai Krapyak. Pandangan Kiai-kiai Krapyak
terhadap kawin paksa mempunyai pandangan yang berbeda secara literal.
Akan tetapi secari esensial cenderung sama. Mereka sepakat bahwa kawin
paksa sebisa mungkin harus dihindari, meskipun dalam prakteknya kawin
paksa merupakan akad yang sah. Hukum Islam tidak membenarkan adanya
kawin paksa yang berkonotasi ikrah, kendatipun mayoritas mazhab figh
sepakat adanya hak ijbar namun dengan perspektif yang berbeda antara

mazhab satu dengan mazhab yang lain.’

1 Muhammad Lutfi Hakim “Rekonstruksi Hak Ijbar”, Al-Manahaji, Vol. VIII No. 1

Januari 2014.

1, 2016.

17 Arif Kurniawan, “Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krapyak,” Al-Ahwal, Vol. 9 No.
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E. Kerangka Teori
Kerangka konseptual yang akan digunakan penulis sebagai pisau analisis
untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.

Kita sering mendengar ungkapan istilah maqgasid asy-syariah. Pemahaman
yang sering muncul ialah pemaknaan secara bahasa, yang berupa wawasan
tentang hikmah-hikmah dan tujuan hukum Islam. Para ulama bersepakat bahwa
Allah menurunkan syari’at (aturan hukum) kepada manusia memiliki tujuan,
yaitu kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Dalam memahami tujuan
dan maslahat diturunkanya syari’at kepada manusia maka perlu juga
pemahaman terhadap maqasid asy-syari ‘ah.

Abu Ishaqg al-Syatibi adalah orang pertama yang mengkonsepsikan ilmu
maqasid asy-syari ‘ah sehingga ia dijuluki sebagai bapak maqasid asy-syari ‘ah,
menjelaskan bahwa tujuan-tujuan pensyariatan secara menyeluruh terkandung
di dalam Al-Qur’an. Tujuan pensyariatan tersebut mengarah kepada satu puncak
tujuan, yaitu untuk mengantarkan manusia menuju pencapaian maslahat dunia
dan akhirat baik pada tingkatan primer (daruriyyat), sekunder (hajiyyat) maupun
tersier (tahsiniyyat).*

Magasid al- daruriyyah yaitu tujuan-tujuan syariat yang harus ada, yang
menjadi keniscayaan dan bersifat primer untuk selalu dipelihara dalam setiap

ketetapan hukum demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat

18 Hj. Farida Ulvi Na’imah, Pengantar Magashid Al Shari’ah, (Batu: Literasi Nusantara,
2019), him. 23,



12

yang ketiadaanya akan berakibat pada hancurnya kehidupan manusia secara
total. Oleh karenanya, daruriyyah merupakan prioritas pertama. Adapun lima
perkara daruri atau yang lebih dikenal dengan daruriyyat al-khams yaitu : Aifz
al-din (menjaga agama), Aifzal-nafs (menjaga jiwa), Aifzal-agl (menjaga akal),
hifz al-nasl (menjaga keturunan), Aifzal-mal (menjaga harta).

Magqasid al-hajiyyah adalah magasid yang dibutuhkan untuk mempermudah
dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Hajiyyah dapat dimaknai
sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempermudah mencapai
kepentingan-kepentingan yang masuk dalam kategori daruriyyah. Jika hal-hal
hajiyyah tidak terpenuhi, maka tidak akan menghancurkan kehidupan manusia
tersebut, tetapi akan mengurangi kesempurnaan dan menimbulkan kesulitan bagi
manusia. Kemudian magasid al-tahsiniyyah yaitu magasid yang dimaksudkan
sebagai kebaikan dan kemuliaan, serta berlaku sebagai tuntutan muru’ah
(etika/moral). Pemenuhan atau tidak terhadap kebutuhan ini tidak
mempengaruhi kebutuhan diatasnya akan tetapi mengurangi sisi keindahan dan
estetika. Magasid al-tahsiniyyah ini menempati prioritas terakhir.*®

Dalam pendekatan magqasid asy-syari’ah penekananya pada tujuan
ditetapkan suatu hukum yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan. Kemaslahatan
melalui analisis maqasid asy-syari‘ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis

belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat

9 1bid., him. 89.



13

sesuatu yang mengandung nilai filosofis. Menurut al-Syatibi yang dikutip dari

ungkapanya yaitu :
Laa Lol 5 (all 8 agallias ol 3 e LA dalie Guatl Cuaia g day plil o2a

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia

dan akhirat”.?°
Dalam ungkapan lain dikatakan oleh al-Syatibi
Aall Allasl de g piia plSaY)

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”?*

Apabila ditelaah pernyataan asy-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa
kandungan maqasid asy-Syari‘ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat
manusia. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan asy-Syatibi yang tidak
mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la

yutaq (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).??

Dalam memecahkan suatu permasalahan tidak bisa dipisahkan dari kaidah-

kaidah fikih yang merupakan instrument untuk memahami masalah-masalah

20 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magqasid Syari’ah Menurut Al Syatibi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1996), him. 64.

2L 1bid., him. 64.

22 1bid., him. 65.
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partikular (al juz’iyyat), masalah-masalah yang mirip atau serupa (al asybah wa an

nazha’ir) di dalam semua pokok bahasan fiqih.?3
SV )3y ady ) il

Bahaya harus ditolak semampu mungkin.?* Perbuatan yang semula
diperbolehkan namun ketika mengantarkan pada hal yang dilarang maka perbuatan
itu menjadi dilarang pula atau yang disebut sadd al-dzariah, yaitu menutup perkara
pada hal-hal yang mengandung mafsadah. Selaras dengan itu asy-Syatibi

mengatakan :
gﬂ\zw\emapw#wuﬁ@\mujuﬁw\@w\
5 AY! slall
Kemaslahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus

dihapuskan, menurut syarak harus diarahkan pada tegaknya kehidupan dunia dan

akhirat.?®

Dalam konsep adanya hak ijbar yang dimiliki oleh wali, kebebasan memilih
calon pasangan pada calon mempelai perempuan menjadi terhalang. Ijbar menurut

etimologi adalah memaksakan atau mewajibkan atas sesuatu.?® Karena sangat

23 Duski Ibrahim, Kaidah-Kaidah Figih, (Palembang: Noerfikri, 2019), him. 22.
24 Abdul Hag, Formulasi Nalar Figh, (Surabaya: Khalista, 2006), him. 220.

% Asafri Jaya Bakri, Konsep Magqasid Syari’ah Menurut Al Syatibi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1996), him. 143

2 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), him.
164.
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pedulinya orang tua terhadap anaknya, umumnya orang tua berbuat terlalu banyak

untuk mereka termasuk mencarikan jodoh.?’

Konsep hak ijbar ini dinilai telah mendiskriminasi kaum perempuan, serta
bertentangan dengan prinsip keadilan.?® Dengan hak ijbar ini, wali mempunyai
kewenangan untuk menikahkan anak perempuanya tanpa mendapatkan persetujuan
dari yang bersangkutan. Model semacam ini dikenal dengan istilah kawin paksa.?®
Ulama mazhab syafi’i mempunyai padangan membolehkan adanya praktik hak
ijbar. Pemahaman Imam Syafi’i mengenai hak ijbar dinisbatkan pada hadist yang

meriwayatkan tentang perkawinan Aisyah dengan Rasulullah.*

Hak ijbar sebelumnya telah dibahas dalam figh klasik. Namun dalam
perkembanganya para ulama mulai melakukan kajian kembali tentang hak ijbar.
Salah satu pendekatan yang digunakan adalah maqasid syari‘ah. Pendekatan
maqasid syari‘ah dianggap dapat menyelesaikan problematika kontemporer.
Pendekatan ini dipandang memiliki adabtabilitas yang tinggi dengan kondisi

realitas sosial yang terjadi saat ini.%

2" Masdar F. Mas’udi, Figh Perempuan, (Yogyakarta: Lkis, 2001), him. 107.

28 Husnul Haq, “Reformulasi Hak Ijbar Figh Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer,”
PALASTREN: Jurnal Studi Gender 8, no. 1 2016.

29 1bid.

% Syaiful Hidayat, “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Figh Shafi’i,”
Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman 3, no. 1 2015.

31 Abu Zahrah, Ushul Figih al Islam, (Beirut: Dar al Fikr al Muassir, 1986), 11: 369.
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Dalam pembahasan hak ijbar ini, inti dari ketentuan tersebut adalah
kemaslahatan, baik kemaslahatan bagi calon mempelai perempuan ataupun
kemaslahatan keluarga calon mempelai secara umum yang diaktualisasikan melalui
pencerminan aspek daruriyyat yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang penting agar penelitian
dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu
metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) yaitu
pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan objek kajian yang
didasarkan pada Al Qur’an dan hadis, buku (kitab), manuskrip. Terutama
literatur yang menjelaskan tentang maqasid syari ‘ah dan hak ijbar

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yang memiliki
tujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara objektif
data-data yang dikaji. Kemudian dari fakta dan data tersebut dianalisis dengan

tinjaun magasid syari‘ah guna mengambil kesimpulanya.

3. Sumber Data
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Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
data sekunder. Sumber data sekunder data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak
langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitianya.®? Yaitu data-data
kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain : Al-Qur’an, kitab-kitab fikih,
buku, karangan ilmiah, perundang-undangan, dan sumber-sumber yang
berkaitan dengan masalah yang diajukan
4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-
sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Istinbath hukum pada penelitian ini bersifat ta’aquli, yaitu sebuah penetapan

hukum yang bisa dinalar, sehingga manusia bisa merasakan secara langsung

dan mengkaji maslahat/kebaikan di dalamnya.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknis dan mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini
dengan mencari literatur yang membahas masalah ijbar dan maqasid asy-
syari‘ah dari buku/kitab, terutama buku/kitab yang penulis pilih sebagai
sumber data yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian menelaah
kitab al-Muwafagat fi Ushul asy-Syari ‘ah terutama bab dua yang membahas

tentang magasid.

32 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
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6. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan instrumen analisis deduktif. Metode
deduktif yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum
menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.®® Artinya ketentuan-
ketentuan yang bersumber dari normatif baik itu nash, kaidah fikih, kitab
fikih dan perundang-undangan kemudian ditambah dengan piranti magasid

Syari‘ah dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain

secara globalnya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teori,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam bab ini akan menguraikan tentang konsep hak ijbar wali
yang isi pembahasanya terdiri dari definisi wali, dasar hukum wali, syarat-syarat
menjadi wali, macam-macam wali, pengertian hak ijbar wali dan hak ijbar menurut

Imam Syafi’i.

33 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), him. 42.
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Bab ketiga, bab ini sekilas akan membahas maqasid asy-Syari‘ah Imam
Syatibi. Sebelumnya akan dijelaskan biografi Imam Syatibi meliputi latar belakang
kehidupanya serta karya-karyanya. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai
definisi magasid , klasifikasi magasid, kemudian membahas cara memahami

magasid serta menerapkanya.

Bab keempat, bab ini adalah analisis magasid asy-syari‘ah Imam Syatibi
terhadap hak ijbar ditinjau dari nilai maslahat dan mafsadat pada penerapan hak

ijbar dan mengapa Imam Syafi’i berpendapat tentang adanya hak ijbar bagi wali.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang diambil dari pembahasan mengenai
hak ijbar perspektif maqasid asy-syari‘ah dan pendapat Imam Syafi’i
mengenai adanya hak ijbar, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai
berikut:

1. Dalam perspektif maqgasid asy-syari‘ah yang mempunyai dimensi
menciptakan kemaslahatan, ketika digunakan pisau analisis dan
pendekatan terhadap ketentuan hak ijbar, tentu sangat bertentangan
dikarenakan pelaksanaan hak ijbar dominan timbulnya mafsadat yang
menjadi kebalikan dari terciptanya maslahah sehingga menjauhkan dari
tujuan perkawinan itu sendiri. Disimpulkan bahwa hak ijbar tidak
diperbolehkan karena terdapat unsur paksaan dapat menimbulkan
kerusakan dalam perkawinan. Al-kulliyat al khams menjadi
pertimbangan penting dalam persoalan ijbar. Ketika kondisi anak
perempuan yang belum dewasa kurang mengetahui akan kemaslahatan
sebuah pernikahan yang menjadi aspek kebutuhan primer (daruriyyah)
meliputi menjaga agama (Aifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs),
menjaga keturunan (Aifz al-nasl), menjaga akal (4ifz al-agl) dan menjaga

harta (hifz al-mal), maka tanggung jawab sepenuhnya ada dalam
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penguasaan wali melakukan ijbar. Adapun ketika anak sudah dewasa
yaitu ketika anak sudah mulai mengerti sesuatu antara maslahat dan
madarat, maka nilai maslahat ketika memilih calon pasangan ada pada
dirinya sendiri jauh lebih besar dibanding ketika ada penguasaan dari
wali, hak ijbar pada masa itu merupakan kebutuhan sekunder (hajiyyah)
hanya berupa pengawasan serta nasihat-nasihat yang baik terhadap anak.
Meski demikian hak ijbar masih diperlukan dalam kondisi darurat,
dimana ada penyimpangan terhadap aspek-aspek yang terkandung dalam
al-kulliyat al-khams. Seperti halnya anak meminta izin menikah dengan
laki-laki non muslim atau saat dikhawatirkan anak terjerumus dalam
perzinahan. Hak ijbar ini sebagai pilihan terakhir dan sebisa mungkin

untuk dihindari.

2. Imam Syafi’i mengklasifikasikan mengenai persetujuan seorang

perempun ke dalam tiga kelompok yakni: gadis belum dewasa, gadis

dewasa, dan janda. Penetapan ‘//ah diperbolehkanya ijbar adalah

kegadisan, dan perwalian ini bersifat langgeng selama masih dalam

keadaan gadis. Pendapat mengenai adanya hak ijbar karena

memperhatikan kondisi pada masa Imam Syafi’i, dimana perempuan

jarang keluar rumah dan jarang berinteraksi dengan kaum laki-laki,

sehingga menimbulkan perempuan menjadi susah untuk mendapatkan

jodoh. Dalam konteks inilah wali mempunyai peran penting sebagai
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seseorang yang berperan mendapatkan jodoh anak perempuanya, maka
dari itu diperlukan adanya ijbar.
B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah tertulis diatas, maka penyusun
memberikan saran terkait dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

1. Kajian pentingnya peran wali terhadap putrinya semestinya perlu
diaktualisasikan kembali sehingga bisa menjadi sebuah refleksi terhadap
orang tua atau wali dalam menjalankan hak dan kewajibanya untuk
memperoleh kemaslahatan, baik untuk diri orang tua maupun anak.

2. Hendaknya seorang wali dapat menempatkan posisinya kapan seharusnya
mengambil tindakan ijbar, namun yang paling penting adalah adanya aspek
saling memahami antara wali dan anak, wali mempunyai hak untuk
menikahkan anak perempuanya dalam kondisi tertentu sedangkan anak
mempunyai hak sebagai orang yang akan menjalani kehidupan rumah
tangganya sendiri, karena pada dasarnya tujuan pernikahan adalah untuk

membina keluarga yang aman, tentram dan damai.
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